Implikasi Pelaksanaan Program Pelayanan Pengobatan Thalasemia Sebelum dan Sesudah
Berlakunya BPJS Di
Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang

RICKY CANDRA, R.A. Antari Innaka T. S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ’ ) . ) . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bachtiar A et al, 2000,Metodologi Penelitian Kesehatan, Program Pascasarjana IKM Ul,

Jakarta.

Bertens K, 1990, Bioetika : Refleksi Atas Masalah Etika Biomedis, Gramedia,Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta

Guwandi J,2004,Hukum Medik (Medical Law),FKUI, Jakarta

Soekanto Soerjono dan H. Abdurrahman, 1997Metode Penelitian Hukum,Jakarta, Rineka

Cipta, Jakarta

Sunggono Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum,Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali mengutip Soerjono Soekanto,2009,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,

Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia No150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indnesia No 4456)

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Implikasi Pelaksanaan Program Pelayanan Pengobatan Thalasemia Sebelum dan Sesudah
Berlakunya BPJS Di
Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang
RICKY CANDRA, R.A. Antari Innaka T. S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(Lembaran Negara Republik Indonesia No144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No 5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia No 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No5072)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nol116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia N05256)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PERV/2011 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1109/MENKES/PER/V1/2011 Tentang Petunjuk

Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thallassaemia.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/31/1/2014 Tentang Pelaksanaan
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan

Fasilitas Kesehatan Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/32/1/2014 Tentang Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat



Implikasi Pelaksanaan Program Pelayanan Pengobatan Thalasemia Sebelum dan Sesudah
Berlakunya BPJS Di
Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang
RICKY CANDRA, R.A. Antari Innaka T. S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan.

MAKALAH:

Makalah dariDr. Beatrix Wonkle dan Dr. Alan Cohen, 1995, Thallassaemia International
Federation Collecction 3:What is Thallassaemia, Thallassaemia Internasional

Federation.

Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasionala (JKN) dalam Sitem Jaminan

Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahan Seminar dari Dr Pustika Amalia, 2012, Management Of Iron Overload For whom

Concern About Iron Overload in Beta-Thalasemia



	DAFTAR PUSTAKA

